
GUBERNUR tsENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 12 TAHI-TN 2fi2}
TE}{TA}{G

Ftri''iETAFAi,i i.iii,Ai jUAL KEi.'iDARAAi.i tsERivioToR DAi.i i.'iii,Ai iuAL
KENDARAAN BERMOTOR UBAI,I BEI{TUK PEMBUATAN

SEBELUM TAHUN 2O2A DAN YANG BELUM DITETAPKAN

OLEH MENTERI DALAM NEGERI

DEI{GAN RAHMAT TUHAI\ YAI\G MAHA ESA

SALINAN

(}I-] BER N I-I R BENGKi-I L i-i,

bahw-a riniuk melaksamakan keientuan pasar i8 ayat (ii dan
Pasai 22 ayat (ii Peraturan irienteri Daiam i,{egeri Repu'r:iik

indonesia Nomor 8 Tahun 2a2o tentang penghitungan Dasar
Pengenaan Pa;ak Kendaraan Bermotor dan Bea Barik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2o2o, periu menetapkan
Peraturan Gubernur Bengkuiu tentang penetapan Nilai Jual
Kendaraan Bermotor dan Niiai Juai Kendaraan Bermotor ubah
Bentuk Pembuatan sebelum Tahun 2o2o dan yang Belum
ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri;

' 1 I Tndana-l-rndang Nomor g Tatrun lgGZ tentans. ii,U_iii_v,i _ i ar-t,tL:il. 1.1.J,. tt_-IllaTlo

Pei::bentukan Propiilsi Bcngkulii (Lembaran Negara

Repubiik incionesia Tahun ig67 iriomor i9, Tambairan
Lembaran Nega,ra Repubiik Incionesia Nomor ,28,2g);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2oog tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2ao9 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O2S);

3. undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

tt^--:_,--^-^ _-
tvt g1lrll.L tJil"I-rg

IV{errcrincat
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4.

5.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun ZOLl tenrang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negar:a Republik indonesia Tahr-rn 20i 1 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah breberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas lJndang-Undang it{omor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indcrnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun i958 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 285a);

Peraturan Presielen Nomor 55 Tahun 2AD tentang

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis

Baterai (Battery Electric Velticle) untuk Transportasi Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

u6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 2O2O tentang Penghitungan Dasar Pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor Tahun 2O2A (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 74):

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Al1
tenta,ng Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (I-eml:aran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20Ll Nomor 2),

sebagaimana telah diubah beberapa kali tera-khir dengan

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun

2A19 tentang Perubahan Kedua Atas Peratura_n Daerah

6.

8.

9.
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Menetapkan
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Prorrinsi Bengkuiu Nomor 2 Tahun 20i1 tentang pajak

Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah provinsi

Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);

10, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2Ot2

tentang Petunjuk Pelaksanaan Per:aturan Daerah pro.rinsi

Bengkulu Nomor 2 Tahun 2}ll tentang pajak Daerah

Prorrinsi Bengkulu {Berita Daerah provinsi Bengkulu
Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Guber"nur Bengkr-rlu Nomor

2 Tahun 2a2o tentang Perubahan Kedua Atas peraturan

Gubernur Bengkulu Nomor" 3 Tahun 2Ae tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi

Bengkulu Nor-nor 2 Tahun 2a71 tentang pajak Daera-h

Provinsi Bengkulu (Berita Daerah provinsi Bengkulu
Ta-hun 2O2O Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI -IUAL,

KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN

BERMOTOR IJBAH BENTUK PEIV{BUATAN SEBELUM TAHUN

2O2O DAN YANG BELUM DITETAPKAN OLEH MENTERI DALAM

NEGERI.

BAB I

KETENTLIAN LIMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang elimaksud clengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Prc-rvinsi tsengkuh-r.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkuiu.

4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerair

Provinsi Bengkulu.

5. Kepaia Badan ada-lah Kepala Baclan pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.

6. Kendaraan Bermotor adalah semr-la kendaraan berodur

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan el,arat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengul:ah suratu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
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termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara perunanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air.

7. Kendaraan Bermotor Angkr-rtan Llmum adalah setiap

kendaraan yang memiliki ijin penyelenggaraan angkutan

umum barang danf atatt orang dengan dipungut bayaran

yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan

umum yang menggllrtakan plat dasar warna kiming.

8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery

Electnc Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis

Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor

Listrik dan rrrendapatka,n pasokan surnber daya tenaga_

listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun

dari h-rar.

9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat

PKB, adalah pajak atas kepemilikan danf atar-r

penguasaan kendaraan bermotor.

10. Bea Balik Nama Kencla-ra-an Bermotor, yang selanjutnya

disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak

milik Kendaraan Bermotor sebagai akii:at pe4anjian dua

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi

karena jual beli, tukar menr-rkar, hibah, wa-risan, ata-u

pemasukan ke dalam badan usaha.

1 1. Kendaraan bermotor ubah bentuk ad-alah Kendaraan

Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau
serta penggunaannya.

12. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat

dan alat-alat besar yang dalam operasinya iltenggr.rnakan

roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

13. Nilai Juai Kenclaraan Bermotor, yang selanjutnya

disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu

kendaraa-n bermotor.

14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang

selanjutnya disebut I{JKB Ubah Bentuk adalah Harga

Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang

mengalami perubahan teknis dan/atau serta-

penggunaannya.
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15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau-

tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan

identifikasi oleh pihak beruenang.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Nilai Jual

Kendaraan Bermotor da-n Niia-i -Iual Kendaraan Bermotor

Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2O2A dan yang

belum ditetapkan dalam Peratr-rran Menteri Dalam Negeri

Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Penghitungan Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermcrtor dan Bea Ba-iik

Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2O2O.

(2) Niiai Jural Kendaraan Bermotor dan i.{ilai Jual Kenclaraan

Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercanlum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksr-rci

dalam Pasal 2, rnengacu pada ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Penghitungan

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2O2A.

Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan

Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksu-d dalarn Pasal 2

ayat (2) dan Pasal 3 digunakan sebagai dasar pengenaan PKB

dan BBN-KB.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan FKB Angkutan Umum untuk orang

ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar

pengenaan PKB.

(2) Dasar pengenaan BBN-KB Angkutan Umum untuk orang

ditetapkan sebesar 3O9'o (tiga puluh persen) dari dasar

pengenaan BBN-KB.
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(3i Dasar pengenaan PKB Angkutan Llmum untuk barang
ditetapkan sebesar 6ao/o (enam puluh persen) dari dasar
pengerla-an PKB.

(4) Dasar pengenaan BBN-KB Angkutan Umum untuk
barang ditetapkan sebesar 6Aak (enam puiuh persen) dari
dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk
orang atau barang ditetapkan paiing tinggi sebesar .30%o

(tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(2) Dasar pengena-an BBN-KB untuk KBL Berbasis Baterai

untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar

30% (tiga pr-rluh persen) da,ri cla_sar pengerlaan BBN-KB.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PKB Angkutan Umum orang untuk KBL

Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 20yo

(dua puluh persen) dari dasarpengenaan pKB.

(2) Dasar pengenaan BBN-KB Angkutan Umum orang untuk
KBL Berbasis Baterai ditetapkan pa_ling tinggi sebesar 2O_%o

(dua puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

(3) Dasar pengeilaan PKB Angkutan Umum Barang KBL

Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 25%o

(clua putruh lima- persen) dari dasar pengerlaan pKB.

(4) Dasar pengenaan BBN-KB Angkutan Umum Barang KBL

Berbasis Ba-terai Angkuta-n Umurn Bara-ng ditetapkan
paling tinggi sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari
dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 8

Dasar pengenaarl PKB clan BBN-KB sebagaima-na ya-ng

dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal T tercantum
dalam Lampiran Peratr:ran Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Pemt-rerlakuan PKB Angkutan Umum r-rntuk or"ang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan
pemberla-kuan pengenaan BBN-KB Angkutan LImum

untuk orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(2) hanya diberikan kepacla angkurtan umum orang yang
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memiliki tradan hukum indonesia. yang bergerak dibidang

angkutan umum orang dan memlllki izin penyelenggaraan

angkutan umum orang.

(2) Pemberlakuan PKB Angkutan Umum untuk barang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan

pemberlakuan pengenaan BBN-KB Angkutan Umum

untuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum

barang yang memiliki badan hukum indonesia yang

bergerak dibidang a-ngkutan Ltfill-tm barang dan memiliki

izin penyelenggaraan angkutan umum barang.

(3i Pemberlakr:an PKB Angkutan Umum orang r-rntuk KBL

Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

ayat (1i dan pemberlakuan pengenaan BBli-KB Angkutan

Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 ayat {2} hanya diberikan kepada

angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai yang

memiliki badan hukum indonesia. yang bergerak dibidang

angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai dan

memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang

untuk KBL Berbasis Baterai

(4) Pemberlakuan PKB Angkutan Llmum Barang KBL Berbasis

Baterai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan

pemberlakuan pengenaan BBN-KB Angkutan Umum

Barang KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud

dalam pasal 7 ayat {4) hanya diberikan kepada kendaraan

angkutan umum barang KBL Berbasis Baterai yang

memiliki badan hukum indonesia yang bergerak dibidang

angkutan umum barang KBL Berbasis Baterai dan

memiiiki izin penyelenggaraan angkutan Ltmum barang

KBL Berbasis Baterai

Pasal 10

(1) Objek PKB merupakan kepemilikan danf atau
penglrasaan Kendaraan Bermotor- terdiri atas:

a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan
rninihr rs'

b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
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c. mobil barang yang meliputi blind uan, pick up, tight
truck, truck dan sejenisnya;

d. mobil roda tiga;

e. alat-alat berat dan alat-alat besar;

f. sepeda motor roda dua; dan

g. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga
penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

(2) Penghitungan dasar pengenaan pKB dilakukan terhadap
jenis kendara-an l-rermotor sebagaimana climaksr_rcl pacla

ayat (1)

i3) Penghitungan dasar pengenaan pKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perkarian dari 2 (dua)

Llnsl-lr pokok:

a. NJKB; dan

b. Bobot ,vang mencerminkan secara relatii tingkat
kerusakan jalan danf atau pencemaran ringkungan
akiba-t penggunaan Kendaraan Ber-motor.

(4) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b
dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai
dengan 1,3 (satu koma tiga).

(5) Koefisien sebagaimana d-imaksu-d pacla ayat (4) meliputi:
a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor

roda tiga penlrmpang dan sepeda motor roda tiga
barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);

b. sedan niiai koefisien sama dengan r,a2s (satu koma nol
dua puluh lima);

c. jeep dan rninibus nilai koefisien sama clengan 1,0s0
(satu koma nol lima puluh);

d. blincl uan, pick up dart microbus nilai koefisien sama

dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
e. bu-s nilai koefisien sama dengan i,l {satr_r koma satu);

dan

f. light t.ntck, truck dan sejenisnya- nilai koefisien sa-rna-

dengan 1,3 (satu koma tiga)

(6) Penentuan koefisien sebagaimana climaksud pada ayat {5)
didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan
da-n/atau pencemaran lingkr-rngan clalam penggunaan

Kendaraan Bermotor.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasai I 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, peraturan

Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2An tentang

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum

Tahun 2019 dan Yang Belum Ditetapkan Oleh Menteri dalam
Negeri (Berita Daeratr Provinsi Bengkulu Tahun ZOlg liomor
23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Fasal i2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditrndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 19 Mei 2O2O

GLIBERI{LTR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDII\ MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2O Mei 2A2A

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

)r 1

LL('l.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULL] TAHLTN 2O2O NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KtrPALA BIRO HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA,

M.H
Pembina Muda

NIP. 1968 1 1 199303 1 002
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